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PEMDA D.I YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji

NIP 196302251990031010

Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama / IV/e

Jabatan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Usia 58 Tahun

Jenis Kelamin Laki-laki

Status Perkawinan Kawin

Agama Islam
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B. RIWAYAT KEPANGKATAN

NO Gol/Ruang Nomor SK Tgl.SK TMT Masa Kerja
1. |IV/e-Pembina Utama |41/K TAHUN 2020 12-11-2020 |01-10-2020 |30Th, 7BIn
IV/d-Pembina Utama
2. 00054/KEP/AA/23400/1 |19-09-2016 |01-10-2016 |26Th, 7BIn
Madya
IV/c-Pembina Utama
3. 35/K TAHUN2012 07-05-2012 [13-04-2012 |22Th, 1BIn
Muda
IV/c-Pembina Utama
4. 35/K TAHUN 2012 07-05-2012 [01-04-2012 |22Th, 1BIn
Muda
5. |IV/b-Pembina Tk. I 13/Pem.D/UP/D1 12-04-2010 |01-04-2010 |20Th, 1BIn
6. |IV/a-Pembina 06/Pem.D/UP/D1 24-02-2006 [01-04-2006 |[16Th, 1BIn
7. (IV/a-Pembina 06/Pem.D/UP/D.1 00-00-0000 |00-00-0000 |16Th, 1BIn
8. [llI/d-Penata Tk. I 06/Pem.D/UP/D.1 06-03-2002 [01-04-2002 |[12Th, 1BIn
9. [lll/c-Penata 01/Pem.D/UP/D.1 31-03-1998 |01-04-1998 |8Th, 1BIn
10. |IlI/b-Penata Muda Tk.1 |{01/Pem.D/UP/D1. 23-02-1994 |01-04-1994 |4Th, 1BIn
11. |llI/a-Penata Muda 02/Pem.D/UP/D2 05-05-1990 |01-03-1990 |0Th, OBIn
12. |Ill/a-Penata Muda 77/Pem.D/UP/PNS/D2 |31-07-1991 |01-03-1991 |1Th, 1BIn
13. |IlI/a-Penata Muda 77/PEM.D/UP/PNS/D1 |31-07-1991 |01-08-1991 |1Th, 5BIn
C. RIWAYAT JABATAN
1. Riwayat Jabatan Struktural
NO Jabatan TMT Jabatan Nomor SK Eselon Instansi
Sekretaris Daerah Daerah 123/TPA TAHUN
1. 2019-11-06 1B Sekretariat Daerah
Istimewa Yogyakarta 2019
Dinas Pendidikan,
Kepala Dinas Pendidikan,
2. 2019-01-03 |369/Pem.D/UP/D.4 |2A Pemuda dan Olahraga
Pemuda dan Olahraga
DIY
PLT Kepala Dinas Dinas Pendidikan,
3. |Perindustrian Dan 2016-01-26 |014/Pem.D/UP/D.4 |2A Pemuda Dan Olahraga
Perdagangan DIY DIY
Dinas Pendidikan,
Kepala Dinas Pendidikan,
4. 2016-01-26 |011/Pem.D/UP/D.4 |2A Pemuda dan Olah Raga
Pemuda dan Olah Raga DIy
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PLH. Kepala Dinas
Dinas Perindustrian,
Perindustrian, 183.1/Pem.D/UP/D.
5. 2015-07-28 2A Perdagangan, Koperasi
Perdagangan, Koperasi 4
Dan UKM DIY
Dan UKM DIY
Dinas Pendidikan,
Kepala Dinas Pendidikan,
6. 2011-02-24 |59/PEM.D/UP/D.4 |2A Pemuda Dan Olahraga
Pemuda Dan Olahraga
DIY
Dinas Pendidikan,
Kabid Perencanaan Dan
7. 2009-01-15 |363/Pem.D/UP/D.4 |3A Pemuda Dan Olah Raga
Standarisasi
Provinsi DIY
Dinas Pendidikan Prop.
8. |Pj.Kabid Bina Program 2004-02-10 |37/PEMD/UP/D4 |3A
DIY
Pj. Kepala Sub Dinas Bina Dinas Pendidikan
9. 2004-01-26 |10/PEM.D/UP/D4 |3A
Program Propinsi DIY
KA. Sub Bidang BAPPEDA Propinsi
10. 2003-05-08 |[86/PEM.D/UP/D4 |4A
Pendidikan DIY.
Kasubid Agama, Budaya
11. |Dan Pariwisata Bidang 2001-12-24 |309/PEM.D/UP/D4 |4A Bappeda Propinsi DIY
Kesra
Kasi Pendidikan Mental,
12. |Spiritual Dan 1999-04-13 |81/PEM.D/UP/D4 |4A Bappeda Propinsi DIY
Pemerintahan
Dinas Pendidikan Dan
KA. Seksi Administrasi
13. 1999-01-02 |385/PEM.D/UP/D.4 |4B Pengajaran Propinsi
Sekolah
DIY.
KA. Sub Bagian Dinas Pendidikan dan
14. |Perencanaan Dan 1996-05-01 |09/PEM.D/UP/D.4 |4B Kebudayaan Propinsi
Pengendalian DIY
2. Riwayat Staf / Fungsional Umum
TMT
NO Jabatan Nomor SK Instansi
Jabatan
Staf Sub Bid. Perencanaan Dinas Pendidikan Dan
1. 1994-04-01 [01/PEM.D/UP/K/D1
Dan pengendalian Pengajaran
Dinas Pendididkan Dan
2. |Staf Sub Bag Umum/ RT 1990-03-01 |02/PEM.D/UP/DI
Kebudayaan
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D. RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM

TAHUN
NO SEKOLAH JURUSAN STTB
LULUS
1. |SD Sawahan I Bantul Sekolah Dasar 1975 XII Aa 09764
Sekolah Menengah Umum
2. |SMP Negeri [ Bantul 1979 XII Bb 410822
Tingkat Pertama
3. |SMA Negeri IKIP Yogyakarta |[SMA/Ilmu-Ilmu Fisik 1982 04/D/X1/193
4. |Universitas Gajah Mada [Imu Sosial Dan [Imu Politik 1988 5092/594
E. RIWAYAT DIKLAT
1. Diklat Struktural
Tgl. Tgl.
NO Nama Diklat JML Jam Sertifikat Penyelenggara
Mulai | Selesai
L SESPA/SPAMEN/DI |18-06- |00-00-
" |[KLATPIM II 2015 |0000
00000309/DIKLATPIM |KEPALA BADAN
SESPA/SPAMEN/DI |19-03- |07-10-
2. 4000  |TKII/010/3471/LAN/2 [DIKLAT
KLAT PIM II 2015 2015
015 KEMENDAGRI
2. Diklat Teknis
JML
NO Nama Diklat Tgl. Mulai Tgl. Selesai I Sertifikat | Penyelenggara
am
DIKLAT
1. |[KMP 00-00-0000 00-00-0000
PROPINSI DIY
ANALISIS JABATAN
[1.239. DIKLAT
2. |TINGKAT 09-06-1997 28-06-1997
9.7.1.2.0.5.5 |PROPINSI DIY
LANJUTAN
KURSUS
DIKLAT
3. |[MANAJEMEN 21-08-1995 08-09-1995 2.3.1.12.1995
PROPINSI DIY
PERKANTORAN
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TENAGA BIRO
4. |PERENCANA 13-09-2001  |00-00-0000 |0 PERENCANAAN
PENDIDIKAN DEPDIKNAS
893.2/294/D
PENJENJANGAN TK.
5. 23-07-1994  |00-00-0000 |0 A/XVI1/03/DI [MENDAGRI
DASAR
Y/94/95
PENATARAN
GUBERNUR
6. |PERANGKAT 26-08-1992  |00-00-0000 |0
PROP. DIY
DAERAH
7. |KEARSIPAN 26-09-1991  |00-00-0000 |0 SETDA DIY
DIKLAT TEKNIS
FUNGSIONAL 893.3.11.1321 |DIKLAT
8. 09-10-1995  |02-11-1995 |0
KURSUS ANJAB TK 196 PROVINSI DIY
DASAR
F. RIWAYAT PENGHARGAAN
PEMBERI
NO NAMA PENGHARGAAN No SK TANGGAL SK
PENGHARGAAN
SATYALANCANA KARYA SATYA X
1. 009/TK/TAHUN 2001 |00-00-0000
TAHUN
SATYALANCANA KARYA SATYA X
2. 35/TK/TAHUN 2017 |00-00-0000
TAHUN
G. RIWAYAT PRESTASI
TANGGAL
NO PRESTASI PEMBERI | No. SERTIFIKAT
SERTIFIKAT
SATYALANCANA KARYA SATYA X 009/TK/TAHUN
1. |00-00-0000
TAHUN 2001
SATYALANCANA KARYA SATYA X 35/TK/TAHUN
2. |00-00-0000
TAHUN 2017
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama . KADARMANTA BASKARA AJI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 95486
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.890.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/380 m2 di BANTUL, HASIL
SENDIRI Rp. 495.000.000

2. Tanah Seluas 886 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 45.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 506 m2/600 m2 di BANTUL,
WARISAN Rp. 650.000.000

4. Tanah Seluas 502 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp.
615.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 2297 m2/200 m2 di BANTUL,
WARISAN Rp. 350.000.000

6. Tanah Seluas 105 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

7. Tanah Seluas 125 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

8. Tanah Seluas 271 m2 di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp.
41.000.000

9. Tanah Seluas 2201 m2 di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000

10. Tanah Seluas 736 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 89.000.000

11. Tanah Seluas 739 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

12. Tanah Seluas 505 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 242.000.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
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Rp. 7.000.000

3. MOTOR, HONDA NF12A1CFM/T/SPM SOLO Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

4. MOTOR, HONDA K1HO02N14LOA/T/SPM SOLO Tahun 2015,
HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 148.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 568.230.782

F. HARTA LAINNYA Rp. o

Sub Total Rp. 3.848.230.782

. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.848.230.782
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



